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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Imogiri, Kabupaten
Bantul, DIY, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendaftaran
tanah secara sporadik telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Proses pendaftaran tanah secara
sporadik dapat dimulai dengan mengajukan permohonan langsung ke
kantor Pertanahan dengan membayar biaya administrasi dan melampirkan
syarat-syarat yang diperlukan. Jika persyaratan terpenuhi, berkas akan
diproses lebih lanjut dan sertifikat akan diterbitkan, kemudian diserahkan
kepada pemohon dalam waktu sekitar 3 bulan. Meskipun demikian,
terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti
kendala biaya yang tinggi, pendapatan masyarakat yang rendah, kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah, serta kesulitan dan
kerumitan dalam prosedur. Meskipun begitu, kekuatan pembuktian
terhadap sertifikat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan
bahwa terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan
pelaksanaan pendaftaran tanah agar berjalan dengan efektif. Pemerintah,
termasuk Kepala Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul,
disarankan untuk meningkatkan kinerja dalam hal sosialisasi, memberikan
penyuluhan, dan menyediakan informasi mengenai pentingnya data
pertanahan. Selain itu, memberikan informasi mengenai persyaratan yang
harus dipenuhi oleh pemohon yang ingin mengajukan permohonan
pendaftaran tanah sehingga tidak ada hambatan dalam proses permohonan.
Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan dalam upaya pelaksanaan
pendaftaran tanah untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan

hukum bagi pemegang hak atas tanah.
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LAMPIRAN

Foto dokumentasi bersama Bapak Sigit Pramulianto, S.Sit., selaku seksi Penetapan dan
Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
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